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Abstract  

Wanagiri Village, located in Saketi District, Pandeglang, is a traditional self-sufficient village that tends to be isolated from 

life outside the village. The Wanagiri Village institution is not yet operational, so the village administration is not well-

organized. Village officials often face difficulties when villagers require certificates of birth, death, relocation, or the arrival 

of letters, or when residents misplace these documents. To improve the quality of Wanagiri Village services, particularly in 

terms of village administration activities, it is necessary to conduct activities related to the implementation of good governance. 

This activity aims to improve understanding of good governance through the Birth, Death, Arrival, and Moving Recapitulation 

Report Information System (SILAMPID). This activity is presented as a workshop on good governance and the use of 

SILAMPID. The target of this activity is the Head of the Wanagiri Village RT, as well as the employees of the Wanagiri Village 

Office. The method used in this activity is to design the SILAMPID application and a workshop related to understanding good 

governance. The workshop activities will be evaluated by providing a pre-test and post-test to see the level of understanding 

of good governance. In addition, SILAMPID will be evaluated using the System Usability Scale (SUS), which is used to assess 

the level of the system. The provision of a pre-test given before the activity and a post-test given after the workshop activity 

yielded results indicating that 75% of participants who attended increased their knowledge about the importance of good 

governance principles, which can enhance the capacity of Wanagiri Village Office Employees in providing services. 

Keywords: Wanagiri Village, Good governance, SILAMPID, Workshop 

Abstrak 

Desa Wanagiri yang berlokasi pada Kecamatan Saketi, Pandeglang termasuk desa swadaya yang masih tradisional dan masih 

cenderung terisolasi dari kehidupan luar desa. Keadaan lembaga Desa Wanagiri belum berfungsi sehingga administrasi desa 

kurang tertata dengan baik. Perangkat desa sering mengalami kesulitan ketika warga desa memerlukan surat keterangan 

kelahiran, kematian, kepindahan, dan kedatangan surat-surat atau ketika warga kehilangan surat tersebut. Untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan Desa Wanagiri terutama mengenai kegiatan administrasi desa maka perlu diadakan kegiatan terkait 

mengenai pelaksanaan good governance. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang good governance 

melalui Sistem Informasi Laporan Rekapitulasi Kelahiran, Kematian, Datang, dan Pindah (SILAMPID). Kegiatan ini berupa 

workshop mengenai good governance dan penggunaan SILAMPID. Target dari kegiatan ini adalah Ketua RT desa Wanagiri 

dan Pegawai Kantor Desa Wanagiri. Metode yang digunakan pada kegiatan ini merancang aplikasi SILAMPID dan workshop 

terkait pemahaman good governance. Kegiatan workshop akan dievaluasi dengan memberikan pre-test serta post-test untuk 

melihat tingkat pemahaman dari good governance. Selain itu, SILAMPID akan dievaluasi menggunakan System Usability 

Scale (SUS) yang digunakan untuk melihat level dari sistem. Pemberian pre-test yang diberikan sebelum kegiatan dan post-

test yang diberikan setelah kegiatan workshop didapatkan hasil sebanyak 75% peserta yang hadir meningkat pengetahuan 

tentang pentingnya prinsip good governance, sehingga dapat meningkatkan kapasitas dari Pegawai Kantor Desa Wanagiri 

dalam memberikan pelayanan.  

Kata kunci: desa wanagiri, good governance, SILAMPID, workshop 
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1. Pendahuluan  

Desa Wanagiri merupakan desa yang berada di 

Kecamatan Saketi, Pandeglang memiliki 4 Rukun 

Warga (RW) dan 12 Rukun Tetangga (RT) dengan 

jumlah penduduk sebanyak 1052 [1]. Desa Wanagiri 

termasuk desa swadaya yaitu desa yang masih 

tradisional dan masih cenderung terisolasi dari 

kehidupan luar desa, dengan ciri-ciri: mata pencaharian 

penduduk sangat bergantung pada alam, memenuhi 

kebutuhan sendiri, administrasi desa kurang baik, 

lembaga desa belum berfungsi, pendidikan dan 

kesehatan masih rendah, akses menuju desa sangat sulit, 

masih memegang adat istiadat dengan patuh [2]. Agar 

dapat memberikan pelayanan yang berkualitas maka 

perlu diterapkan prinsip good governance. Prinsip good 

governance antara lain partisipasi, transparansi, 

akuntabel, efektif dan efisien, kepastian hukum, dan 

responsif [3]. Pelayanan publik merupakan perwujudan 

dari good governance di Indonesia yang dapat 

dilaksanakan sesuai daya tampung masyarakat dan 

pemerintahan desa[4].  

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat 

menyebabkan perubahan sistem kerja sebuah organisasi 

dari konvensional menjadi digital. Perubahan dari 

konvensional menjadi digital menyebabkan perbedaan 

cara pandang seseorang dalam organisasi ketika 

melakukan aktivitasnya. Sebagai contoh, perubahan 

dalam pemerintahan sebuah desa dalam melayani 

pelayanan publik untuk masyarakat desa [5].  

Kantor Desa Wanagiri sudah memberikan pelayanan 

administrasi yang baik dengan tersedianya dokumen-

dokumen pendukung untuk keLAhiran, keMatian, 

PIndah, dan Datang (LAMPID). Setiap warga desa 

Wanagiri dapat mengajukan pelayanan membuat Surat 

Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Kematian, 

Surat Keterangan Pindah, dan Surat Keterangan Datang, 

Surat Keterangan Domisili, dan Surat Pengantar 

Pembuatan KTP. Dalam mengajukan pelayanan Warga 

Desa Wanagiri datang ke Kantor Desa (Gambar 1) 

dengan pengantar dari Ketua RT baik secara lisan 

maupun tulisan. Arsip-arsip dari pelayanan yang 

diberikan oleh Kantor Desa Wanagiri tersimpan pada 

lemari arsip. Perangkat desa sering mengalami kesulitan 

ketika warga desa memerlukan surat-surat tersebut atau 

ketika warga kehilangan surat tersebut. 

 

Gambar 1. Ruang Kantor Desa Wanagiri 

Laporan Rekapitulasi LAMPID bersumber dari data 

yang diberikan oleh Ketua RT kepada Kepala Desa 

Wanagiri. Saat Kantor Desa Wanagiri akan membuat 

Laporan Rekapitulasi LAMPID terkendala dengan 

sering terlambatnya Ketua RT memberikan data terkait 

LAMPID. Keterlambatan ini dikarenakan masih 

kurangnya pengetahuan tentang good governance dari 

para Ketua RT di Desa Wanagiri. Tingkat pemahaman 

terkait good governance dari 12 orang Ketua RT berada 

di tingkat pemula (Novice). Berdasarkan analisa situasi 

dan permasalahan yang terjadi maka ditemukan 

permasalahan yang menjadi prioritas, yaitu Bagaimana 

meningkatkan pemahaman tentang good governance ?, 

Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan Kantor 

Desa Wanagiri ?, dan Bagaimana meningkatkan kualitas 

data yang dimiliki oleh Kantor Desa Wanagiri ? 

2. Metode Pengabdian Masyarakat 

Metode pendekatan pada pelaksanaan Program 

Kemitraan Masyarakat dibagi menjadi 5 tahapan seperti 

tergambar pada Gambar 2.  

Tahap 1, mengidentifikasi permasalahan mitra yaitu 

masih kurangnya pemahaman tentang good governance, 

masih kurangnya kualitas pelayanan Kantor Desa 

Wanagiri, dan kurangnya kualitas  data yang dimiliki 

oleh Kantor Desa Wanagiri. 

Tahap 2 yaitu partisipasi mitra dalam pelaksanaan 

Program Kemitraan Masyarakat meliputi 3 bagian, yaitu 

persiapan, pelaksanaan, dan keberlanjutan. Bagian 

persiapan, mitra berpartisipasi dalam memberikan data 

dan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi 

dan memberikan perijinan untuk melakukan studi 

lapangan di wilayah mitra. Bagian pelaksanaan, yaitu 

memberikan data LAMPID untuk pelaporan rekapitulasi 

LAMPID dan menyediakan tempat untuk workshop 

good governance dan SILAMPID. Bagian 

keberlanjutan, mitra memantau perkembangan dan 

keberlanjutan pelaksanaan program. 

Tahap 3, mengembangkan sistem informasi berbasis 

elektronik untuk menghasilkan Sistem Informasi 

Pelaporan Rekapitulasi LAMPID (SILAMPID) dan 

melakukan workshop mengenai Pemahaman Good 

governance melalui SILAMPID. Pengembangan sistem 

dilakukan secara sederhana dan partisipatif, agar dapat 

diterima dan dioperasikan oleh Pegawai Kantor Desa 

Wanagiri meskipun dengan keterbatasan infrastruktur 

teknologi. 

Tahap 4, pada evaluasi kegiatan dilakukan 2 kegiatan. 

Pertama, Evaluasi Pemahaman Good governance 

dengan pelaksanaan pre-test dan post-test mengenai 

pemahaman good governance untuk Ketua RT Desa 

Wanagiri. Kedua, uji Aplikasi SILAMPID Dengan 

System Usability Scale (SUS). Pengujian untuk 

mengevaluasi kelayakan website SILAMPID yang akan 
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digunakan untuk membuat laporan rekapitulasi 

LAMPID. 

Tahap 5, hasil akhir kegiatan adalah meningkatnya 

pemahaman good governance dari ketua RT Desa 

Wanagiri dan meningkatnya kualitas data laporan 

rekapitulasi LAMPID melalui SILAMPID. 

 

Gambar 2. Metode Pendekatan Pelaksanaan PKM 

3.  Hasil dan Pembahasan 

Dalam menghasilkan Laporan yang berkualitas (cepat, 

tepat, dan akurat) diperlukan dukungan sumber daya 

manusia dalam pemahaman tentang Good governance. 

Dalam hal ini para Ketua RT di Desa Wanagiri memiliki 

kemampuan yang kurang dalam pengetahuan tentang 

good governance. Keadaan administrasi Desa Wanagiri 

dengan data terkait pelaporan Rekapitulasi LAMPID 

masih tersimpan dalam dokumen-dokumen fisik. 

Dokumen fisik diletakan dalam lemari arsip dapat 

menurunkan kualitas Laporan yang diberikan Kantor 

Desa Wanagiri ke Kecamatan Saketi sering 

membutuhkan waktu yang lama dan menyita waktu. 

Oleh karena itu Kantor Desa Wanagiri memerlukan 

sebuah sistem informasi desa berbasis elektronik untuk 

menghasilkan Laporan Rekapitulasi LAMPID yang 

dapat diakses oleh Ketua RT, Pegawai Kantor Desa, dan 

Pegawai Kecamatan. Sistem informasi yang disediakan 

perlu didukung dengan pemahaman good governance 

dari Ketua RT Desa Wanagiri. 

Peningkatan pemahaman Ketua RT Desa Wanagiri 

tentang good governance dilakukan dengan 

mengadakan workshop mengenai pentingnya 

pemahaman good governace. Workshop diawali dengan 

pemberian pre-test terkait materi good governance, 

kemudian dilanjutkan dengan presentasi oleh Tim PKM 

tentang pentingnya good governance pada lembaga 

pemerintah. Setelah presentasi maka dilanjutkan dengan 

simulasi dari SILAMPID yang sudah dirancang. 

Workshop di akhir dengan pelaksanaan post-test untuk 

melihat penerimaan materi workshop yang diberikan 

dan pengisian kuesioner penerimaan SILAMPID.  

Sistem Informasi Laporan Rekapitulasi LAMPID 

(SILAMPID) akan dibuat dengan menggunakan 

framework berbasis PHP dengan desain web yang 

responsif sehingga dapat diakses baik melalui browser 

di perangkat laptop atau personal komputer, handphone, 

dan tablet. SILAMPID akan diletakan pada hosting 

sehingga dapat diakses oleh Pegawai Kantor Desa, 

Ketua RT, dan Pegawai Kecamatan. Setelah diletakan 

pada hosting maka akan didaftarkan domain untuk 

SILAMPID. 

Gambar 3 merupakan arsitektur dari SILAMPID dimana 

database beserta dengan websitenya akan diletakan pada 

hosting sehingga dapat diakses baik melalui personal pc, 

laptop, tablet, maupun handphone. 

 

Gambar 3. Arsitektur SILAMPID 

Gambar 4 merupakan halaman tampilan login untuk 

masuk SILAMPID. Terdapat dua hak akses pengguna 

yaitu RT dan Perangkat Desa. Masuk ke sistem 

memerlukan Username dan Password yang sebelumnya 

sudah didaftarkan. 

 

Gambar 4. Login SILAMPID 

Gambar 5 adalah Halaman tampilan dashboard dari 

Perangkat Desa setalah pengguna berhasil login. Pada 

menu Manajemen Laporan terdapat Laporan Lampid 

yang digunakan untuk menginput Laporan LAMPID 

(Gambar 5). 
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Gambar 5. Dashboard Pengguna Perangkat Desa 

Gambar 6 adalah tampilan dashboard dari pengguna RT 

setalah pengguna berhasil login. Menu mobile warga 

terdapat Manajemen Warga untuk menginput data 

Laporan Warga (Gambar 6). 

 

Gambar 6. Dashboard Pengguna RT 

Gambar 7 adalah tampilan halaman form input data 

LAMPID untuk user pegawai kantor desa. Data yang 

diinput antara lain jumlah penduduk baik laki-laki 

maupun perempuan, jumlah Kepala Keluarga (KK), 

jumlah wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP), jumlah 

telah memiliki KTP, dan jumlah belum memiliki KTP. 

Data diinput untuk setiap RT yang ada pada Desa 

Wanagiri, Pandeglang. 

 

Gambar 7. Form Input Laporan LAMPID User Pegawai Kantor Desa 

Gambar 8 adalah form input data LAMPID yang 

dilakukan oleh Ketua RT yang ada di Desa Wanagiri. 

Input data LAMPID dilakukan setiap bulannya oleh 

Ketua RT. Data yang diinput antara lain jumlah 

kelahiran, kematian, kedatangan, dan kepindahan baik 

untuk jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. 

 

Gambar 8. Form Input Laporan Warga User Ketua RT 

3.1. Evaluasi Workshop Good governance 

Evaluasi kegiatan workshop dengan membandingkan 

hasil pre-test dan post-test. Pre-test diberikan sebelum 

pelaksanaan workshop dan post-test dilakukan setelah 

pelaksanaa workshop. Hasil pretest dan post-test dapat 

dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Hasil Pre-test dan Post-test 

Peserta Nilai 

Pre-test 

Nilai 

Post-test 

Perbandingan 

Nilai Pre-test dan 
Post-test 

Peserta 1 80 90 Meningkat 

Peserta 2 80 80 Tetap 
Peserta 3 50 80 Meningkat 

Peserta 4 50 90 Meningkat 

Peserta 5 80 90 Meningkat 
Peserta 6 60 70 Meningkat 

Peserta 7 70 90 Meningkat 

Peserta 8 60 80 Meningkat 
Peserta 9 70 70 Tetap 

Peserta 10 60 70 Meningkat 

Peserta 11 60 80 Meningkat 

Average 65 81 Meningkat 

Berdasarkan hasil dari Tabel 1 rata-rata pre-test adalah 

65 dan rata-rata post-test adalah 81. Sebanyak 82% (9 

peserta) memiliki pertambahan nilai setelah pelaksanaan 

post-test. Sebanyak 18% (2 Peserta) dengan nilai tidak 

berubah. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test maka 

dapat disimpulkan sebanyak 82% peserta meningkat 

pengetahuan tentang good governance. 
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Tabel 2 adalah hasil dari pengisian kuesioner Evaluasi 

SILAMPID. Jumlah responden pengisi kuesioner 

sebanyak 11 responden (R1 – R11). Pada setiap 

responden dihitung Jumlah Pertanyaan Ganjil didapat 

dari Jawaban Responden Pertanyaan Ganjil – 1 

(A=Jawaban Responden Pertanyaan Ganjil -1). Jumlah 

Pertanyaan Genap didapat dari 5 – Jawaban Responden 

Pertanyaan Genap (B = 5 – Jawaban Responden 

Pertanyaan Genap). Total didapat dari menjumlahkan 

nilai A dengan B yang kemudian dikali 2.5 (Total = 

(A+B) x 2.5) [7]. Total dari setiap Responden kemudian 

didapat rata-rata kuesioner sebagai nilai SUS. 

Tabel 2. Hasil Kuesioner Evaluasi SILAMPID 

No Pertanyaan R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
2 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 2 

3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 

4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 
5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 

6 2 2 3 3 4 4 2 3 3 2 2 

7 4 4 5 4 3 4 4 3 3 5 5 
8 2 3 1 3 3 2 2 4 4 2 2 

9 4 4 2 4 4 4 4 3 3 5 5 

10 4 4 5 5 4 2 4 4 4 4 4 
Jumlah Pertanyaan Ganjil (A) 15 15 14 15 14 16 16 12 13 18 18 

Jumlah Pertanyaan Genap (B) 10 9 8 8 7 11 10 6 7 13 11 

Total = (A + B) x 2.5 62.5 60 55 57.5 52.5 67.5 65 45 50 77.5 72.5 

Rata-Rata: 56.5 

3.2. Evaluasi Aplikasi SILAMPID 

System Usability Scale (SUS) digunakan dalam 

pengujian untuk mengevaluasi kelayakan SILAMPID. 

Usability merupakan ukuran efektifitas, efisiensi dan 

kepuasan pengguna dalam menggunakan sebuah produk 

tertentu untuk mencapai tujuan[6]. Pengujian SUS 

menggunakan 10 pertanyaan (Tabel 3) dengan 

tanggapan berupa lima poin skala Likert (Tabel 4) untuk 

masing-masing pertanyaan dimulai dari skala 1 yang 

berarti “Sangat Tidak Setuju”, sampai skala 5 yang 

berarti “Sangat Setuju”[7]. Pertanyaan yang digunakan 

pada Kuesioner ditampilkan pada Tabel 3 Berikut. 

Tabel 3. Pertanyaan Kuesioner SUS [8] 

No Pertanyaan 

1 Saya akan sering menggunakan/mengunjungi website ini 

2 Saya menilai website ini terlalu kompleks (memuat banyak 

hal yang tidak perlu) 
3 Saya menilai website ini mudah digunakan 

4 Saya membutuhkan bantuan teknis untuk menggunakan 

website ini 
5 Saya menilai fungsi/fitur yang disediakan pada website ini 

dirancang dan disiapkan dengan baik 

6 Saya menilai terlalu banyak ketidaksesuaian pada website ini 
7 Saya merasa kebanyakan orang akan mudah menggunakan 

website ini dengan cepat 

8 Saya menilai website ini sangat rumit untuk digunakan 
9 Saya merasa sangat percara diri menggunakan website ini 

10 Saya perlu belajar banyak hal sebelum saya dapat 

menggunakan website ini dengan baik 

Skala Likert yang digunakan dijelaskan pada Tabel 4. 

Berikut ini 

Tabel 4. Skala Likert Kuesioner Evaluasi 

Skala Bobot 

Sangat Tidak Setuju 1 

Tidak Setuju 2 

Ragu-Ragu 3 

Setuju 4 

Sangat Setuju 5 

Hasil evaluasi SILAMPID menggunakan System 

Usability Scale mendapat skor 56.5 yang artinya 

SILAMPID berada pada tingkat Marginal, Grade E, 

dengan sifat sistem Good sebagai upaya reformasi 

kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik 

berkualitas[9], [10]. 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan rata-rata pre-test adalah 65 dan rata-rata 

post-test adalah 81. Sebanyak 82% (9 peserta) memiliki 

pertambahan nilai setelah pelaksanaan post-test. 

Sebanyak 18% (2 Peserta) dengan nilai tidak berubah. 

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test maka dapat 

disimpulkan sebanyak 82% peserta meningkat 

pengetahuan tentang good governance. 

Didapat skor SUS untuk SILAMPID adalah 56.5 yang 

artinya tingkat penerimaan sistem oleh pengguna berada 

pada tingkat Marginal. Sistem berada pada Grade E 

dengan sifat sistem Good. 

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil evaluasi kegiatan 

workshop didapat nilai rata-rata untuk pre-test adalah 65 

dan rata-rata post-test adalah 81. Sebanyak 82% peserta 

meningkat pengetahuan tentang good governance dan 

18% peserta nilai tidak berubah. 

Saran yang dapat diberikan dari kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat ini adalah perlu adanya kerjasama 

lanjutan terkait penggunaan SILAMPID sehingga dapat 

meningkatkan penerimaan pengguna serta gradenya 

(meningkatkan skor SUS) demi terciptanya pelayanan 

publik berkualitas. Keberlanjutan yang dapat dilakukan 

seperti membuat buku panduan agar sistem dapat 

dipahami. 
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